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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, tantangan dan peluang
yang ada di Kota Depok serta memperhatikan budaya yang hidup dalam masyarakat,
pada tahapan kiiga Pembangunan Jangka Panjang Daerahini Pemerintah Kota Depok
telah menetapkanvisi Tahur2016-20218 | A (0 dz & Y 2 G Wnggbl S\ya2nan dan- y 3
Religiug &

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pemméah Kota Depok dan
PerangkatDaeratmya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memenuhi
kriteria efektif, efisienfransparan darakuntabel, dimana keempat kriteria tesebut
saling terkait satu sama lain.

Upaya mewujudkan Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel, juga
diamanatkan dalam Instruksi Presid&omor 7 Tahun 1999, dnana disebutkan
bahwa setiap organisasi di lingkunggemerintah diwajibkan untuk menyusun
Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan langkah awal untuk melakukan kinerja
instansi pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu disusun RencanaBadmn Keuangan
DaerahKota Depok yang merupakan pedoman dalpelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya dalam mencapai tujuan organis&e@ncana Kerja Perangkat Daegalalah
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tabokumen ini
memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung teh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat; laki kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaramagu
indikatif serta menunjukkamrakiraan maju.

Proses penyusunan Renja PD dilakukan dengan melalui beberapa tahapan
yaitu:

a. Persiapan Penyusunan Renja PD. Pada tahap ini disusun rancangan keputusan

kepala PD tentang pembentukan tim penyusunan Renja PD, dilanjutkan dengan
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orientasi mengenai Renja PD, kemudian disusun agenda kerja tim penyusun Renja
OPD sesuai dengan jadwal pesynan RKPD serta mempersiapkan data dan
informasi perencanaan pembangunan daerabh.

b. Penyusunan Rancangan Renja PD. Pada tahap ini dirumuskan substansi rancangan
Renja PD yang mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra PD, dan hasil evaluasi
pelaksanaan progim dan kegiatan periode sebelumnya sehingga dapat
memecahkan masalah yang dihadapi berdasarkan usulan program dan kegiatan
yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya rumusan substansi tersebut
dituangkan dalam sistematika dokumen rancangan Renja PD.

c. Pelaksaaan Forum PD, yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan
kegiatan hasil musrenbang kecamatan.

d. Penetapan Renja PD

Rencana KerjaPerangkat Daerah (Renj@dD) merupakan penjabaran dari
Renstra PD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana
substansi RKPD adalah program dan kegiatan dari seluruh PD yang proses
penyusunannya dilakukan secara terpadu antar PD. S#tgaj RKPD yang berisi
Renja dari seluruh PD tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan

RAPBD

. LANDASANHUKUM

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana BaganKeuangan
DaerahKota Depok Tahun 20%dalah :
1. Undangundang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
Tingkat Il Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Il Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3828);
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2. Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undangundang NomoR3 Tahun 204 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahuri2M0Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telalbeberapa kalidiubah
terakhir dengan Undangndang Nomor9 Tahun 2Q5tentang Perubahan Kedua
atas Undag-undang Nomor23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurl528lomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonellamor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat
dalam Penykenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahunl2Gentang Pengelolaan Baramgjlik
Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Nomorl8 Tahun 206 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahud62Bomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia NoB@87);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom86 Tahun 20% tentang tentang Tata
CaraPerencanaan, Pengendalian demaluasPembangunan Daerah, Tata Cara
EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daeratlan ReRncanaPembangunanangkaMenengalhDaerahserta Tata
Cara Perubahan drRcana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana
PembangunanlangkaMenengahDaerahdan Rencanakerja PemerintahDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahutv2@omor 1213

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor J2ahun 20lltentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran D#&etahDepok
Tahun 201INomor 02);
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10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Pertaturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok
Pengelolan Keuangan Daergbhembaran Daerah Kota Depok Tahun28tmor
04);

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 20085;

12. Peraturan Daerah Kota Depok Noni® Tahun 206 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daer@bembaran Daerah Kota Depok Tahun&@bmor
10);

13. PeraturanDaerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kota Depéémor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerabh;

14. PeraturanDaerah Kota Depok Nomd@l1 Tahun 20X tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Depok Nomof7 Tahun 206 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahg2@P16
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun2Rbmor 21);

15. Peraturan Walikota Depok NomoK. Tahun 208 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahuf;201

16. PeraturanWalikota Depok Nomot09 Tahun2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana KerjaefiR) Badan Keuangan Daeralot& Depok
dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tahunan
badan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kergn{& Tahun 20& Badan Keuangan
DaerahKota Depok ini adalah sebagai landasan operasional dalamatemnggarakan

programdan kegiatan Badan

10
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1.4. SSTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja (ReBmjan Keuangan Daerdlota
Depok Tahun 2@adalahsebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Membahas dan menjabarkan latar belakatgndasan hukummaksud dan

tujuan, serta sistematika penulisan Rencamsja&Badan Keuangan Daerah
Tahun 209.

BAB Il. HASIIEVALUASRRENJA PERANGKAT DAERAHUN LALU
Membahas dan menjabarkamengenaihasil evaluasi pelaksanaarenja
perangkatdaerahtahunlaludancapaianrenstra perangkat daeratanalisis
kinerjapelayanarnperangkat daerahisuisu penting penyelenggaraangas
dan fungsiperangkat daerahreview terhadap rancangawal RKPDserta

penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB lll. TUJUANDANSASARAIRERANGKAT DAERAH
Membahas dan menjabarkatelaahan terhada kebijakan nasional serta
tujuan dan sasaran rengerangkat daerah

BAB IV.RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Membahas dan menjabarkgmogram dan kegiatayang akan dilaksanakan
BABIV. PENUTUP

11
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2.1

BAB I
HASIIEVALUASI RENBERANGKAT DAERMHUN LALU

EVALUASI PELAKSANAAN REPREPANGKAT DAERMHUNLALU DN CAPAIAN
RENSTRRERANGKAT DAERAH

Badan Keuangan Daerah baru terbentelcara eani berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota DepoBadan Keuangan Daerah semula adalah Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangastan Asé yang berganti nama sesuai amanat
Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah dapat dinilai dari sisi pengelolaan
pendapatan khususnya dari sektor pajak daerah serta dari sisi pelaksanaaarprogr
dan kegiatan.

Dari sisi pengelolaan pendapatan daerah, realisasi pendapatan keseluruhan
pada Tahun 201 adalah sebesarRp 2.847.249.841.203,14 dari target Rp
2.690.775.289.744,92 atau mencapai 105,8XKbtusus untuk Pendapatan Asli Daerah
yang merupadin salah satu sasaran pencapaian kinBgdan Keuangan Daergiada
Tahun 20T terealisir sebesar Rpl.210.594.713.561,14melebihi target yang
ditetapkan yaitu sebesar Rp078.263.821.180,9Atau sebesar 12,27 %. Apabila
dibandingkan dengan realisasirféiapatan Asli Daerah Tahun BXaitu sebesar Rp
922.297.784.280,15 dari target sebesar Rp847.022.89.152,01lmaka realisasi
Pendapatan Asli Daerah Tahun B80fneningkat sebesar 31,26% dari tahun
sebelumnya.

Apabila dilihat dari sektor Pajak Daerah yang sepenuhnya menjadi tanggung
jawab BKD pada Tahun 2(lterealisassebesar Rp 842.602.612.890,00 dari target
sebesar Rp 734.844.351.531,87 atau tercapai 114,66 %dibi&adingkan dengan
realisasi Pajak Daedna Tahun 20& yaitu sebesar Rp683.925.218.835,00
(10910 %) dari target sebesa626.906.035.586,56naka kenaikan realisasi Pajak
Daerah Daerah Tahun 2DXdibandingkan dengan Tahun Z®Xercapai sebesar
2320% .

12
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Bercasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahur?,2@hlisasi penerimaan
dari 9 jenis pajak daerabemuanya tercapaiJenis pajak daerah yang paling tinggi
persentase capaiannya adal®ajakBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
sebesar 29,40 % Pajak Reklame sebesar 913 %, Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sebes&X8 46 %, Pajak Hotel sebesa0753 %, Pajak
Hiburan sebesar@,07 %,Pajak Restoran sebesadd,36% Pajak Penerangalalan
sebesar 18,56 %, Pajak Air Tanah sebed04,52%dan terakhirPajak Parkir sebesar
104,48 %

Kenaikan penerimaan pajak daerah yang cukup signifikan ini antara lain karena
telah dilakukan upaya dan strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah baik melalui
intensifikasi maupun ekstensifikesimber- sumber pajak daerah. Upaya intensifikasi
diantaranya melalui sosialisasi pajak daerah melalui berbagai media, uji petik ketaatan
wajib pajak, verifikasi lapangan, penagihan secara langsung maupun tidak langsung,
gebyar pajak serta pemberian pengbgaan kepada wajib pajak teladan. Adapun
upaya ekstensifikasi diantaranya melalui perbaikan data loasepenjaringan wajib
pajak baru

Dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan, pada TahuhR&dan Keuangan
Daerah melaksanakan 1 Program dengan jumla anggaran sebesar Rp
11.088.308.20(00 yang tersebar di3 kegiatan. Realisasi penyerapan dari anggaran
tersebut adalah sebesar Rpl128.234.4090 atau 82,23 %. Realisasi pencapaian
target kinerja program / kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut
1. Pencapaian Target Kinerja Program

- Terdapat2 (dua) program yag tidak memenuhi target kinerja yaitu Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dari targétol@6capai 99,46

%. Adapun untuk Program Pengembangan Layanan Teknologi Informatika,

dengan indikator program Nilai Pemeringkatan e Government Indonesia, tidak

terealiasasi karena kegiatan Nilai Pemeringkatan PeGl pada Kementerian

Kominfo sudah dihapus selyga pada kabupaten / kota tidak ada

pendampingan untuk menghitung nilai peringkat PeGl.

13
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Terdapat 6 (enam) program yang telah memenuhi target kinerja yaitu
Program Peningkatan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kualitas Sumber
Daya Aparatur, Pengkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,
Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Standarisasi
Pelayanan Publik, serta Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Terdapat 3 (tiga) program yangelebihi target kinerja hsil / keluaran yag
direncanakan, yaitu :
a. Program Peningkatan Penerimaan PAD
Kenaikan terbesaPendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sektor Lain
lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu sebesar 71,54 %, disusul dari
Pajak Daerah sebesar 24,72 % defaigutnya dari Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 4,95 %. Sedangkan dari sektor
Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 42,97 %.
Kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah daridlain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah ini antara lain karena adanya kenaikan yang cukup
signifikan dari pendapatan BLUD RSUD. Sementara kenaikan dari sektor
pajak daerah antara lain karena telah dilakokupaya dan strategi
optimalisasi penerimaan pajak daerah baik melalui intensifikasi maupun
ekstensifikasi sumber sumber Pajak Daerah. Upaya intensifikasi
diantaranya melalui sosialisasi pajak daerah melalui berbagai media, uiji
petik ketaatan wajib pajakierifikasi lapangan, penagihan secara langsung
maupun tidak langsung, pemeriksaan WP secara berkala, mengadakan
PBB Off Line serta pemberian penghargan kepada wajib pajak teladan.
Adapun upaya ekstensifikasi diantaranya melalui perbaikan data base,
penjaringan wajib pajak baru, serta penyesuaian nilai NJOP sesuai dengan

harga pasar untuk pajak PBB dan BPHTB.

b. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

14
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Hal ini dapat tercapai karena adanya koordinasi yang terus menerus
antara Penerintah KotaDepok dengan BPN terkait dengan sertifikasi aset
tanah milih Kota Depok. Sehinggangpai dengan Tahun 2017, jumlah
bidang tanah yang telah bersertifikat adalah sebanyak 313 bidtzamig
jumlah total bidang tanah milik Pemerintah Kota Depalbanyak3.425
bidang. Sedangkan terkait dengan bidang yang dimanfaatkan, terjadi
penambahan yang cukup signifikadal ini karena adanya permintaan
pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Depok dari masyarakat baik
berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah (BGSjuhaserah guna
(BSG) maupun kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI).

c. Program Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah.
Hal ini karena jumlah luas RTH yang diamankan per tahun terealiasi
sebesar 1,7 Ha daritarget 1,5 Ha. Ruang terbuka hijaudrantankan
tersebut meliputi lahan di Jatijajar untuk RSUD seluas 10.450 m2, lahan
yang tersebar di berbagai lokasi yang telah dipasang plang seluas 4.000 m2
serta lahan yang tersebar di berbagai lokasi yang telah dipasang patok

batas tanah seluas 3.000 m2

2. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan

- Terdapat 1 (satukegiatan yangidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran
yang direncanakan, yaitu Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor sebesar 98,39 % dimana dari target 62 unit terealisasi 61 unit. Hal ini
karena harga mesin fotocopi yang tercantum di DPA dibahatya pasar
sehingga pembelian barang tersebut tidak terealisasi.

- Terdapat 1 (satu ) kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang
direncanakan, yaitu Kegiatdemanfaatan Aset Daerah sebesar 170 % dimana
dari target 30 bidang terealisasil5bidang. Hal ini karena banyaknya
penambahan dokumen untuk pemanfaatan posyandu, sarana peribadatan,
taman dan RTH.

- Sedangkan 41 kegiatan lainnya telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran

seperti yang direncanakan

15
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Pencapaian kinerja pelaksanaan gram dan kegiatan seperti yang diuraikan
sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dinas dilakukan secara efisien
dan efektif. Dilihat dari persentase pencapaian target / rencana tingkat capaian per
kegiatan, hampir semua kegiatan dilaksanakan dengersentase pencapaian target
/ rencana tingkat capaian lebih besar dari 100 % karena target fisik terpenuhi dengan
anggaran yang masih tersisa sehingga tercipta efisiensi anggaran.

Sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang, Badan Keuangan Daerah
akanmelakukan strategi , antara lagdengan:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain dengan
a. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan melalui pemanfaatan
teknologi informasi dam pelayanan pajak daerah maupun pelayanan
penatausahaan keuangan dan aset.
b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kenyamanan
masyarakat dalam membayar pajak daerah.
2. Melakukan pmbenahardan updatingdata basedengan :
a. meningkatkan peranesta lurah dalam meneliti kasus SPPT double anslagh
b. memfokuskan validasi untuk SPPT yang nilainya 1 milyar ke atas
3. Menjaring wajib pajak baru
4. Melakukan bintek / pelatihan bagi tenaga penagih pajak
5. Melakukan pertemuan berkala dengan para OPD yang barkadengan
pemungutan PAD agar optimalisasi penerimaan PAD dapat tercapai .
6. Melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dengan instansi pusat dan propinsi
dalam hal intensifikasi Dana Bagi Hasil dan Pendapatarg Laim yang Sah.
7. Koordinasi dan kommikasi yang lebih intensif dengan BPN dalam rangka
mempercepat sertifikasi aset daerah.

Berkaitan dengan evaluasi pencapaian Renstrafgkat Daerapada Tahun
2017, dapat dijelaskamahwa telah diétapkan6 sasaran strategis dengahtarget
indikator kinerja sasaran. Da8{delapar) sasaran strategis tersebdterdapat 2 (dua)
sasaran strategis dengan memperoleh capaian kinerja di atas 100 % dan 5 (lima)

sasaran strategis memperoleh capaian kinerja 10Gédangkan 1 (satu) sasaran

16
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strategis yang lain memperoleh capaian kinerja di bawah 100 % atau tidak mencapai

target.

Sasaran strategis yang tidak mencapai target ad®ahingkatnya efektifitas
dalam pengelolaan APBI2ngan indikator kinerja sasar#tokas anggaran belanja
modal terhadap total belanja APBD tercapabesar 75,85 %ilal ini karena:

1. Adanya penambahan anggaran pimpinan dan anggota DPRD sebagai tindaklanjut
dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Adminatif pimpinan dan anggota DPRD

2. Adanya penambahan anggaran DAK BOP PAUD pada belanja hibah dan tambahan
penghasilan guru pada belanja gaji dan tunjangan

3. Adanya penambahan anggaran kegiatan DAK Non Fisik

Ketiga penambahan anggaran tersebugmperbesar proporsi belanja barang
dan jasa serta belanja tidak langsung, sementara besaran belanja modal tidak

mengalami perubahan.

Secara rinchasil pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s.d.

Tahun 2038 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut
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Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 204& Depok

Target Kinerja

Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BK
tahun berjalan

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program| e S Kinerja Hasil Target program dan
Kode i i i [t i i
PEISHEAE D;erah 2 (CHEIRE G EED (Renstra BKD) Tah AT dgn Target Renja BKD Tahy Realisasi Renja BKD . . . g R Capalfs\n Tingkat Capaian Realisg
Program/Kegiatan (Output) 2021 Keluaran Kegiatan T Tt 2007 Tingkat Realisasi (%) | (Renja BKD Tahun 2013 Program dan Kegiatan = t Renstra (0
s/d Tahun 2016 un s/d tahun berjalan 2018| arget Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 URUSAN WAJIB
3 [o1]01[01 BADAN KEUANGAN DAERAH
3 | 01]01[03]001 Peningkatan Administrasi |Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perkantoran penyediaan
administrasi
perkantoran
3 | 01[01]03]001f03|Penyediaan Alat Tulis Kanfdenis Alat Tulis Kantpr 95 Jenis 80 Jenis 107 Jenis 107 Jenis 100% 100 Jenis 100 Jenis 100%
3 [01[01]03[001[04|Penyediaan Barang CetakjJenis Barang Cetakd 41 Jenis 37 Jenis 42 Jenis 42 Jenis 100% 77 Jenis 77 Jenis 100%
dan Penggandaan dan Penggandaan
3 [01[01[03[001[05|Penyediaan Komponen |Jenis Komponen - - - - - - - -
Instalasi Listrik/PenerangalInstalasi
Bangunan Kantor Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
3 [01[01]03[001[06|Penyediaan Peralatan Jenis Peralatan Rum| 38 Jenis 38 Jenis 38 Jenis 38 Jenis 100% 38 Jenis 38 Jenis 100%
Rumah Tangga Tangga
3 [01[01]03[001f07|Penyediaan Makanan dan|Jumlah Jamuan 12.260 7100 boks, 3702 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Minuman boks, 1000 galon,
150 dus, 50 dus, 9|
dus, 80 Pcs, 80 P
3 [01[01]03][001]08 Rapat-Rapat Koordinasi dgJumlah Perjalanan 720 Hari 718 Hari 668 Hari 668 Hari 100% 668 Hari 668 Hari 100%
Konsultasi Dalam dan Lua|Dinas
Daerah
3 [01[01]03][001]10 Penyediaan Sarana Jumlah surat 6240 eksemplar, 3] 6240 eksemplar, 46240 eksemplar, 48 buk6240 eksemplar, 48 buku 100% - - -
Informasi kabar/majalah, Jumlg buku buku, 6 kali
buku perundang-
undangan, Jumlah
advetorial
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Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor

Jumlah Pekerjaan
Penataan Ruang

1 Unit Ruang

2 Unit Ruang

Pemeliharaan Rutin / Jumlah Unit 47 Unit (5 Mobil|43 Unit (5 Mobil, 3§ 46 Unit (8 Mobil, 38 46 Unit (8 Mobil, 38 100% 18 Mobil, 39 Motor 18 Mobil, 39 Motor 100%
Berkala Kendaraan Bermo|Kendaraan Roda Duy 38 Motor) Motor) Motor) Motor)

Jumlah Unit

Kendaraan Roda
Pemeliharaan Rutin/BerkallJumlah Jenis 11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 11 Jenis 100% 11 Jenis 11 Jenis 100%
Perlengkapan Gedung Perlengkapan Kantor|
Penyediaan Peralatan dan|Jumlah Unit Peralata 78 Unit 84 Unit 62 Unit 62 Unit 98,39% 5 Unit 5 Unit 100%

Perlengkapan Kantor

dan Perlengkapan
kantor

Bimbingan Teknis
Penyusunan Laporan

Jumlah Peserta

125 Peserta

90 Peserta

90 Peserta

88 Peserta

88 Peserta

Bimbingan Teknis Jumlah Peserta 80 Peserta 125 Peserta 80 Peserta 80 Peserta 100% 80 Peserta 80 Peserta 100%
Pengelolaan Keuangan

Bimbingan Teknis Jumlah Peserta 80 Peserta - 80 Peserta 80 Peserta 100%
Penyusunan Anggaran

Bimbingan Teknis Jumlah Peserta 128 Peserta 90 Peserta 90 Peserta 100% 262 Peserta 262 Peserta 100%
Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Bimbingan Teknis PengeldJumlah Peserta 80 Peserta 80 Peserta - -

Gaji OPD
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Penyusunan Pelaporan
Keuangan dan Capaian
Kinerja

Penyusunan SOP Badan
Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen

Jumlah SOP

19 Dokumen 19 Dokumen

19 Dokumen

19 Dokumen

1sopP

1SOP

4 Dokumen

4 Dokumen

Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran Ko
Depok

Jumlah Dokumen

1 Dokumen 1 Laporan

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD,
Rancangan Peraturan
Walikota tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen

2 Dokumen 2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

2 Dokumen

2 Dokumen

100%

Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
APBD, Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD,
Rancangan Peraturan
Walikota tentang
Penjabaran APBD dan
Penjabaran Perubahan AP

Jumlah Dokumen

11 Dokumen 11 Dokumen

11 Dokumen

11 Dokumen

100%

11 Dokumen

11 Dokumen

100%
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Penyusunan KUA/PPAS d
KUPA / PPAS Perubahan

Jumlah Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

Penelitian RKA OPD dan fJumlah Dokumen 78 Dokumen | 52 Dokumen 129 Dokumen 129 Dokumen 100% 129 Dokumen 129 Dokumen 100%
-P OPD

Penelitian DPA OPD dan |Jumlah Dokumen 78 Dokumen | 52 Dokumen 56 Dokumen 56 Dokumen 100% 86 Dokumen 86 Dokumen 100%
DPPA OPD

Penerbitan SP2D se-Kota |Jumlah Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100%
Depok

Penatausahaan PenerimagJumlah Laporan 2 Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 2 Laporan 2 Laporan 100%

dan Pengelolaan Kas Dae

Penerimaan dan

Non PAD

Pendapatan Daerah

Pemanfaatan dan
Penghapusan Aset Daeral|

Jumlah Dokumen
Pemanfaatan Aset

30 Dokumen

30 Dokumen

30 Dokumen

51 Dokumen

30 Dokumen

30 Dokumen

Jumlah Dokumen - - 5 Dokumen 5 Dokumen

Penghapusan Aset
Penyerahan Prasarana, |Jumlah Dokumen 180 Dokumen | 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 100% 30 Dokumen 30 Dokumen 100%
Sarana Utilitas Perumahar|Penyerahan
Permukiman dan TPU

Jumlah Barang Milik 1 Jenis 4 Balai Rakyat 4 Balai Rakyat 100% 4 Balai Rakyat 4 Balai Rakyat 100%

Pemeliharaan Barang Mili
Daerah

Daerah

4 Balai Rakyatl
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Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKO

- Realisasi Target -
cod . Urus.anlahmdang Ur:hsa; Ind(il;mor Kinerlj: Pr.ograrr C::a?:r: I;Irno‘:::m F,Kinerja H:sﬁ Targe; prpgram dan meaiasi . ta.hun erjalen
oae emerintahan Daer: an utcomes)/Kegiatan rogram dan o 5 a 5 egiatan ealisas| alan a n "
Program/Kegiatan : (Outp)ut) ’ (Rensira BKD) Tan{ 29 Kegiatan| T2/9et Renja BKD Tahy - Realisasi Renja BKD | - ;o4 peaiisasi (%) | (Renja BV orniz0s Program dan Zgiatan R Gt (ReElly
2021 s/d Tahun 2016 2017 Tahun 2017 s/d tahun berjalan 2018 Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Sertifikasi Aset tanah Jumlah Bidang yang 60 Bidang 1 Bidang 30 Bidang 30 Bidang 100% 30 Bidang 30 Bidang 100%
terukur
Jumlah dokumen 30 Dokumen - - - 30 Dokumen 30 Dokumen
penelitian tanah
Jumlah bidang yang 60 Bidang 25 bidang 30 Bidang 38 Bidang - -
tersertifikat
Jumlah Plang Papan 40 Plang - - -
Nama Aset
Jumlah Patok Batas 250 Patok - - -
Tanah
Pengamanan Aset Milik  |Jumlah Plang Papan| 250 Plang 40 Plang 40 Buah 40 Buah 100% 122 Plang 122 Plang 100%
Pemerintah Kota Depok  [Nama Aset
Jumlah Patok Batas 1000 Patok 50 Buah 200 Buah 200 Buah 250 Patok 250 Patok
Tanah
Pemeliharaan Kendaraan |Jumlah Kendaraan 4 Unit - 10 Unit 10 Unit 100% 3 Unit 3 Unit 100%
Pool
Sensus Barang Milik Daerglumlah PD 38 PD - - - - - - -

Pelaksanaan 1SO

Jumlah Serifikat ISO

Pengembangan dan
Pemeliharaan Sistem
Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah

Jumlah Aplikasi

1 Aplikasi

2 Paket

1 Aplikasi

1 Aplikasi

100%

1 Aplikasi

1 Aplikasi

100%

Pengembangan dan
Pemeliharaan Sistem
Informasi Manajemen PAD|

Jumlah Paket

(SIMPAD)

5 Paket

1 Aplikasi

1 Paket

2 Paket

200%

4 Aplikasi

4 Aplikasi

100%
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Target Kinerja

Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKO
tahun berjalan

e | oot comnprgan| e e
Program/Kegiatan (Output) ’ ((Remita ELE)) Tl Keluargan Kegiatan VEITEEt RN ERD TElity - (Reel s [Renja B Tingkat Realisasi (%) | (Renja BK?D Tahun 201§ Program dan ;Zgiaxan R CEEET (ReEy
2021 s/d Tahun 2016 2017 Tahun 2017 s/d tahun berjalan 2018| Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Pengembangan dan Jumlah Aplikasi 10 Aplikasi 10 Aplikasi 10 Aplikasi 10 Aplikasi 100% 6 Aplikasi 6 Aplikasi 100%
Pemeliharaan Sistem PBB|
dan BPHTB
Pengembangan dan Jumlah Sistem 1 Sistem 1 Aplikasi 1 Sistem 1 Sistem 100% 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100%
Pemeliharaan Sistem
Informasi Pendataan Faso:
Fasum dan Sarana
Pemerintahan
Pengembangan dan Jumlah Sistem 1 Sistem - 1 Sistem 1 Sistem 100% 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100%
Pemeliharaan SIPKD Mody
Aset
Pengembangan dan Jumlah Sistem 1 Sistem - - - - 2 Sistem 2 Sistem 100%
Pemeliharaan SIMGAJI DA
SIMPEG
Pengembangan dan Jumlah Sistem - - 1 Sistem 1 Sistem 100% - - -

Pemeliharaan SP2D Onlin

Pelaksanaan Forum OPD

Jumlah Dokumen

2 Dokumen, 12

2 Dokumen, 12

2 Dokumen, 120

2 Dokumen, 120

2 Dokumen, 120

2 Dokumen, 120

100%

Renja ; Jumlah Pese| orang orang orang orang orang orang
Forum OPD
Penyusunan Renstra 2016|Jumlah Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen | 1 Dokumen Revisi 1 Dokumen Revisi 100% - -
2021 Renstra Renstra Renstra
Jumlah Jenis Dokumen - - 100% - -

Penyusunan Naskah
Akademis Pengelolaan
Barang Milik Daerah

1 Jenis (Raperda d
Naskah Akademis

1 Jenis (Raperda d
Naskah Akademis
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Target Kinerja

Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKO
tahun berjalan

Kode o Urus?lrllliidang Ur;a; Indgaior Kiner/j; P(otgraw e et F’Kinerja H;sil Targe'z prl:?ram dan eealicas o
en-.Pertr)lngma/rll(e;ztrm o ©1 Ctzg:tsp)ut)egla * ((Remsili EI)) Tt Kelur;i:nanlzegai‘;tan VETEEG RETE D VEtil) - (Reel 28 [REmE ED Tingkat Realisasi (%) | (Renja BT(QI]IIJ Tzr;lun 201 Proger:l:adS;n zzlgt]an R CeET (REEl,
2021 s/d Tahun 2016 2017 Tahun 2017 s/d tahun berjalan 2018 Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Peningkatan Penerimaan |Persentase Rata-Ral 15,5 37,08 20,48 31,01 100% 9,84 9,84 100%
PAD Kenaikan PAD
Intensifikasi dan Jumlah WP 60 WP - - 100% 60 WP 60 WP 100%
Ekstensifikasi Pajak Daergtersosialisasi

Jumlah WP baru 150 WP 150 WP 200 WP 200 WP 120 WP 120 WP

terjaring

Jumlah WP yang 30 WP 17 wpP 15 WP 15 WP 50 WP 50 WP

diperiksa dan di uji

potensi

Jumlah WP Tertagih - - 40 WP 40 WP -

Jumlah Stiker Lunas 1600 Buah - 1600 Buah 1600 Buah -

Pajak Reklame
Optimalisasi Potensi Jumlah WP PBB dan|  1.000 WP 1.000 WP 1.000 WP 1.000 WP 100% 1.000 WP 1.000 WP 100%
Penerimaan PBB dan BPHBPHTB terverlap

Jumlah spanduk 168 Buah 28 Buah 140 Buah 140 Buah 140 Buah 140 Buah

penyampaian SPPT

Jumlah spanduk 168 Buah 28 Buah 140 Buah 140 Buah 140 Buah 140 Buah

peringatan jatuh

tempo PBB

Jumlah spanduk 148 Buah 2 Buah 80 Buah 80 Buah 80 Buah 80 Buah

sosialisasi

Jumlah stiker lunas | 400.000 lembaif 16.600 lembar - 370.000 lembar 370.000 lembar

Jumlah data PBB 1.000 WP - 1.000 WP 1.000 WP -

potensial

Jumlah Tenaga - - - -

Pendukung
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Target Kinerja

Realisasi Target

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKO
tahun berjalan

Kot pemenmtanan Daeran ban | (Oucomesyiegiam | CP4en Program| SR T oo | Resisas Copsian
Program/Kegiatan (Output) ’ (iRemsilia EEE)) Teti Kelua?an Kegiatan Vet (REE D Ta| - [Re s Rema ED Tingkat Realisasi (%) | (Renja BKQI’Z) Tahun 2014 Program dan KZgiaIan e CEETET) (Reetly
2021 s/d Tahun 2016 2017 Tahun 2017 s/d tahun berjalan 2018 Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penagihan PBB dan BPHTJumlah pengiriman 7.000 WP 3.500 WP 5.300 WP 5.300 WP 100% 5.000 WP 5.000 WP 100%
surat
tagihan/himbauan/SH
PT
Jumlah hari pelayang 5 hari 5 hari - - - -
jatuh tempo
Jumlah WP PBB dan|  3.500 WP - 3.500 WP 3.500 WP 3.000 WP 3.000 WP
BPHTB
Jumlah Data Piutang 250 WP - 250 WP 250 WP 250 WP 250 WP
Terseleksi

Pemberian Penghargaan |Jumlah WP Penerimg 36 WP 39 WP 36 WP 36 WP 100% 36 WP 36 WP 100%

Kepada Wajib Pajak Daerd

Penghargaan

Jumlah Kelurahan
Penerima

18 Kelurahan

17 Kelurahan

18 Kelurahan

18 Kelurahan

Jumlah RT/RW
Penerima

17 Kelurahan

17 Kelurahan

Penagihan Pajak Daerah d

Jumlah WP Tertagih

300 STPD

3.500 WP

Luar PBB dan BPHTB

Jumlah SKPD/STPD
Surat Teguran Terkiri

4.200 Surat

1.500 Surat

60 WP

60 WP

100%

3.500 WP

3.500 WP

Sosialisasi Pajak Daerah
Non PBB dan BPHTB

Daerah

Jumlah Sosialisasi deng| - 1 Media Jasa 1 Media Jasa
Media Jasa
Jumlah Banner Pajak - - 200 Buah 200 Buah

100%

100%
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2.2

ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nom@Tahun 206 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dagladmbaran Daerah Kota Depok Tahun
2016 Nomor 10); serta Peraturan Walikota DepoRahun 206 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Skata KerjaBadan Keuangan Daerah

diuraikan bahwaBadan Keuangan Daer&ota Depok merupakan unsur pelaksana

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangang dipimpin oleh KepaRadn

yang berkedudukan di bawah dapertanggung jawab kepada Walikotaelalui

Sekretaris DaeraBadan Keuangan Daeribta Depok bertugas untukelaksanakan

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan serta berfungsi untuk merumuskan

dan melaksanakan kghkan teknis bidang keuangan daerah

Dalam pelaksanaan tugasnyaBadan Keuangan Daerah Kota Depok

menjalankan fungsi :

a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan Rencana Strategis
(RenstraBadansesuai dengan RencaRambangunan Jangka Menengah Daerah
(RPIMD)

b. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
dan Aset, pelaksanaan akuntansindpertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

d. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

e. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

f. Pelalsanaan fungsi BUD ;

g. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD ;

h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kuasa gdimgpahkan oleh kepala daerah

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan kesekretariatan,
kepegawaan, dan rumah tanggBadar
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi

bidang anggaran, bidangajak daerahl, bidang pajak daerahll, bidang
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pengelolaan aset, bidang perbendaharaan dangelolaan belanja pegawai

serta bidang akuntansi dadata keuangan

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas ntd&dan Keuangan Daerah
merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertindak seBagguna Anggaran
dan Penggun®8arang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daebagai
Pejabat Pengelola Keuangan Kota Depok. Terkait dengan tugas dan fungsinya
tersebut, Badan Keuangan Daerdidukung dengan struktur organisasng terdiri
dari Kepal@adanyang membawahkan :

a. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagiand?encanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Sub Bagian Keuangan
b. Bidang Anggaran, terdiri dari :
1. Sub Bidan@erencanaan Anggaran
2. Sub Bidang Subid Perencanaan Belanja Tidak Langsung
3. Sub Bidang Subi@enyusunan dan Administrasi Anggaran
c. Bidang Perbendaharaan d&engelolaamelanja Pegawai, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
2. Sub Bidangrengeluaran
3. Sub Bidang Pengelolaan Gagigawali
d. Bidang Rjak Daeral, terdiri dari :
1. Sub Bidang Peneanaan dan Pengendalian Operasional
2. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
3. Sub Bidang Penetapan dBenagihan
e. Bidang Rjak Daeraltl, terdiri dari :
1. Sub Bidan@engelolaan Data dan Informasi
2. Sub Bidangntensifikasi dan Ekstensifikasi
3. Sub Bidandrenagilan
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f. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari :
1. Sub Bidangdéhatausahaan Aset
2. Sub BidangPemanfaatan Aset
3. Sub Bidang Pengamanan Aset
g. Bidang Akuntansi daData Keuangarterdiri dari :
1. Sub Bidandg\kuntansi dan Pelaporan

2. Sub Bidang Pengolahan D&tuangan
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsirBadarKeuangarDaerahKota
Depok didukung ole®6 Pegawai dengan perincian sesuai dengan data pada Bulan

FebruariTahun 208 sebagai berikut:

Tabel a. Data Pegawagrdasarkan status

No. Status Pegawai Jumlah Pegawai
1. PNS 96 Orang
2. CPNS 0 Orang

Jumlah 96 Orang

Tabel b. Data Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No. | Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai

1 Pasca Sarjana/ S2 10 Orang

2 Sarjana/ S1 49 Orang

3. | Sarjana Muda / D3 17 Orang

4 SMU / SLTA 20 Orang
Jumlah 96 Orang
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Tabel c. Data Pegawai berdasarkan golongan

No. Golongan Jumlah Pegawai
1. | Golongan IV 5Orang
2. | Golongan Il 64 Orang
3. | Golongan Il 27 Orang
Jumlah 96 Orang

Tabel d. Data Pegawai berdasarkan jabatan struktural

No. Jabatan Struktural Jumlah Pegawai
1 Eselon lla 1 Orang
2 Eselon llla 1 Orang
3. | Eselonllib 6 Orang
4 Eselon IVa 19 Orang
Jumlah 27 Orang

Tabel e. Data Pegawai berdasarkan pendidikan penjenjangan

No. Pendidikan Penjenjangan Jumlah Pegawai
1. | Diklat Pim Il 0 Orang
2. | Diklat Pim 1l 7 Orang
3. | Diklat Pim IV 190rang
Jumlah 26 Orang

Berdasarkan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 272 ayat (2)

disebutkan bahwa Renstra tidak dimulai dari visi dan misi, namun langsung pada

tujuan, sasaran dan seterusnya. Hal ini berarti bahwa visi danPaiaingkat Daerah

adalah sama dengan vidan misikepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPKMD)Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :
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1. VISI

Visi adalah rumusan umum kondisi makgpan mengenai keadaan yang
ingin dicapai pada akhir periode perencanadabagaimana yang tertuang dalam
Perubahan Rencana Pembangun®embangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Tahun 20%&021,maka VisBadan Keuangan Daerah Kota Depok sesuai
dengan ¥si Kota Depok adalatt Y2 G+ 5SLR{1 @&l y3a ! y3agdZ =

Unggul didefinisikan sebagai : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam
memberikan pelayanan publik, memiliki sumber daya manusia yang sejahtera,
kreatif dan berdaya saing yang bertumpada ketahanan keluarga.

Nyamandidefinisikan sebagai : terciptanya suatu kondisi ruang kota yang
bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi
kehidupan masyarakat.

Religiusdidefinisikan sebagai : terjaminnya hakak masyarakat dalam
menjalankan kewajiban agama bagi masimgasing pemeluknya, yang tercermin
dalam peningkatan ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan
dalam akhlag, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan

yang berdasarkanacasila dan UUD 1945

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Mengacu kepada Perubahan RPJMD Kota
Depok Tahun 2016 2021, terdapat dua visi Kota Depok yang berkaitan dengan
tugas pokok dan fuysi Badan Keuangan Daerabh, yaitu:
1. Misi ke | : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan
Transparan
Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan
fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat ypngfesional dan
memanfaatkan teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan
publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramabh.

2. Misi kelll: Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan
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Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan
tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi
dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjaMKM yang mandiri dan

memiliki daya saing, meningkatkan ketahahan pangan serta mengembangkan

sistem pembiayaan yang terpadu.

Memperhatikan tugas pokok dan fung8adan Keuangan Daerah seperti

diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan Daenamegang

peranan yang sangat strategis dan menjadi faktor dominan terciptanya

penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok yang baik sesuai kgodahgovernance

yaitu pemerintahan yang baikfektif, transparan dan akuntabedalah satunya dalam

pengelolaan keuangan dan as@leh karena itu Badan Keuangan Daerah dituntut

senantiasa meningkatkan perbaikan kinerja, mutu pelayanan, dan kualitas sumber

daya yang dimilikiTerlebih karena Badan Keuangan Dadfata Depok juga b&rgas

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu:

1.
2.
3.

Pembayaran pajak daerah
Pembayaran Retribusi Daerah,
Pembayaran Bantuakeuangan / Hibah, dan Belanja Tidak Terduga.

Selain pelayanan langsung kepada masyard&atdan Keuangan Daerglga

melayani gngelolaan keuangan dan aset Rin dalam Lingkup Pemerintah Kota

Depok, meliputi;

1.

Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen dd@a Kerja dan Anggaran
(RKAGPD)

Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Ang(@i?an

PD)

Melayani dan memfasilitasi penatausahaan keuangan (SPD, SPP, SPM, dan SP2D)
Melayani dan memfasilitasi penyusunan Laporan Keuangan

Melayani dan memfasilitasi pengelolaan Barang Daerah

Mengingat Badan Keuangan Daerah merupalasur pelaksangpenunjang

urusan pemerintahan bidang keuangamaka BKD tidak melaksanakan standar
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pelayanan minimal (SPM) dan Standar Nasional. Sehingga gambaran kinerja
pelayanan BKD didasarkan pada indikatoneka yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah.

Secara garis besar gambaran kinerja pelayaeangkaDaerahdapat dilihat

pada tabel 2 sebagai berikut :
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Tabel 2.2
Pencapaian Kinerj®elayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah
Kota Depok
Target Renstra Perangkat Daeral Realisasi Capaia Proyeksi
NO Indikator SPM/gtandar IKK ° ’ i ’ Catatan Analisi
nasional Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1) (2) 3) (4) (5) (6) (1) (8) ) (10) | (11) | (12 (13)
Hasil
Pemeriksaan
atas Laporan
1 |Opini BPK - - WTP WTP | WTP WTP WTP - WTP WTP [Keuangan Kota
Depok dari BPK
akan diterima
Bulan Mei 2018
Laporan hasil
evaluasi SAKIP
2 |Predikat Sakip BKD - - B B BB A B - BB A |Tahun 2018 dari
Inspektorat
belum diterima
Survey Kepuasan Survey IKM
3 Masyarakat (IKM) ] i Sangat| Sangat| Sangat| Sangat| Sangat i Sangat| Sangat|Tahun 2018
pembayaran pajak Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik [belum
daerah dilaksanakan
: Dihitung setelah
4 |Persentase Pajak Daer i - | 7483 | 7621 | 76,65 | 77,99 | 69.60%| - | 76,65 | 77,99 |tahun anggaran
terhadap total PAD berakhir
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ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DARREBRNNGKAT DAERAH
Dari uraian di atas, tergambar besarnya tugas dan gang jawabBadan
Keuangan DaeralHalini, akan berimbas pada buruknya kinerja maupun akselerasi
perbaikannya apabila tidak didukung sumber daya yang memadai dan perencanaan
serta managemen yang handal.
Namun demikian, sampai saat ini masih banyak permasalpbamasalahan
yang dihadapi oleBadan Keuangan Daeraimtuk menjadi instansi yang dapat
mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah secara jujur, transparan, dan taat
azas dengan hasil yang terukur sesuai ukuran-nilai atau normanorma yang
ditetapkan serta dapat dipertanggungjabkan secara terbuka, antara lain;
1. Sistem teknologi informasi yang aldelum seluruhnya terintegrasi
2. Masih kurangnya validitas nilai beberapa SPPT PBB yang akan sangat berpengaruh
kepada nilai pendapatan atau piutang daerah. Diantaranya banyak tegabied
anslagh dimana sebagian areal tanah yang sudah dipecah / dijual telah terbit SPPT
baru sedangkan SPPT induk nilainya masih tetap / belum dikurangi. Terdapat
beberapa SPPT yang datanya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya
di lapangan
3. Masih cukup besarnya tunggakan pajak
4. Pendapatan di luar PAD yang terdiri dari Dana Perimbangan danrlairain
Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kewenangan pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi.

5. Lambatnya proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah.

Permasalahan seperti telah diuraikan diatas apabila tidak ditangani dengan
baik akan berdampak kepada kurang optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah
dan pengelolaan keuangan daerah. Di sisi yang lain, kenaikan penerimaan Pendapatan
Asli Daerah mutlk diperlukan untuk membiayai Perangkat Daerah ldalam
melaksanakan kegiatan demi mencapai visi dan misi kepala daerah seperti yang telah

direncanakan.
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2.4

Tantangan utama &lan Keuangan Daerah dalam meningkatkan pelayanan
perangkat daeraladalah:
1. Meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah agar dapat mencapai
target yang telah ditetapkan.
2. Mempertahankan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan

Keuangan Ka Depok .

Sedangkan peluang yang ad&lam meningkatkan pelayanan perangkat

daerahadalah:

1. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan
publik yang makin meningkat

2. Masih terbukanya pemanfaatan poteng] potensi pendapatan baik untuk
diintensifikasi maupun ekstensifikasi terlebih karena Kota Depok merupakan kota
penyangga ibukota negara.

3. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan
Badan Keuangan Daerah Kota Depok daerangkatlain yang terkait untuk

memecahkan masalah bersama secara baik dan inovatif.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok,
Badan KeuangabBaerah telah merencanakan kegiatan sebanyak 9 program dan 44
kegiatan yang akan dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 11.765.232.000.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dengan tidak merubah pagu and@giatan
yang akan dilaksanakan berkag menjadi 43 kegiatanPerubahan terhadap
rancangan awal RKPD tersebajpat dijelaskan sebagai berikut:
1. Penambahan Kegiatan Baru, yaitu Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
2. Penghapusan Kegiatan, yaitu kegiatan :

a. Sinkronisasi Pengelolaan BarangliMiDaerah, karena pagu anggarannya

dialihkan untuk kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerabh;
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b. Penyusunan Naskah Akademis terk@@ngelolaankeuangan /Aset / Pajak
Daerah , tidak dilaksanakan karenada Tahun 2019 tidak diperlukan.
3. PerubahafPenyempurnaan nama kegiatan yaitu :
a. Penelitan RKA OPD dan RKAP OPD menjadi Penelitian RKA SKPDRlan RKA
SKPD;
b. Penelitan DPA OPD dan DPPA OPD menjadi Penelitian DPA SKPD dan DPPA
SKPD;
c. Pengembangan dan Pemeliharaan Simgaji dan Simpeg mé&gadtausahaan
Gaji Pegawai;
d. Pelaksanaan ISO menjadi Sertyifikasi Pelayanan BPHTB;
e. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum
dan Sarana Pemerintahan menjadi Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan
Faos Fasum dan Sarana Pemerintaha
4. Perubahan Target Capaian Kinerja Kegiatan yaitu pada Kegiatan :

a. Penyediaan ATK;

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

e. Rapatrapat Koordinasdan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor;

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

h. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

Bimtek Pengelolaan Keuangan;

j. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan;

k. BimtekPengelolaan BMD;

. Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerabh;

m. Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok;

n. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB;
o. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak daerah;

p. Penagihan PBB dan BPHTB;
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g. PemberiarPenghargaan kepada Wajib Pajak Daerah.
5. Pengurangan Pagu Anggaran pada sebagian besar kegiatan karena adanya

kebijakan penghapusan honorarium PNSD yaitu :

a. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran dari semula Rp.2.228.985.000,
menjadi Rp.2.220.910.000,

b. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dari semula
Rp.82.400.000,menjadi Rp.41.000.000;

c. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasaran Pelayanan
dari semula Rp.250.000.000nenjadi Rp.98.170.000;

d. Program Pembangumedan Pengembangan Teknologi Informatika dari semula
Rp.1.914.746.500menjadi Rp.1.308.657.500,

e. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dari semula Rp.167.200.000,
menjadi Rp.79.200.000Q

f. Program Peningkatan Penerimaan PAD dari semula Rp.2.5@0D96Mnenjadi
Rp.2.471.261.004,

6. Penambahan Pagu Anggaran pada kegiatan :

a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari semula Rp.206.000.000,
menjadi Rp.949.805.000;

b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dari semula Rp.154.50med{adi
Rp.32.875.000; ;

c. Pemanfaatan dan Penghapusan Aset dari semula Rp.111.174@e6jadi
Rp.240.825.000,

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah dari semula Rp.113.113.506njadi
Rp.386.906.500,;

e. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dari semula R@OQ1Q00;
menjadi Rp.458.730.000,
Secararinci, perbandingan antara rancangan RKPD Tah@ud28gan dengan

hasil analisis kebutuhan Tahun 20dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.
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Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan AWARKPD Tahun 2019
Kota Depok

Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah
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